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KATA PENGANTAR 

Puji dan Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Karena atas 

perkenan-Nya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian Daerah 

(BKD) Tahun 2024 dapat disusun dengan baik.  

Rencana Kerja (Renja) merupakan amanat Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian 

dan Evaluasi Pembangunan Dearah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah. 

Secara Substansi, Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) BKD 

Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 memuat hasil evaluasi Renja Triwulan II 

Tahun 2024, tujuan dan sasaran BKD Tahun 2024 serta rencana kerja dan 

pendanaan BKD tahun 2024. 

Kami Ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah 

memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan dokumen Renja 

Perubahan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024, 

Semoga Allah SWT meridhoi kita semua. 

 
                           Bandung,  1 Agustus 2024 

 
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 

                  PROVINSI JAWA BARAT 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Perangkat Daerah merupakan 

dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun, yang 

memuat program kegiatan, sub kegiatan yang disertai dengan indikator 

kinerja dan pendanaan yang sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat 

daerah, penyusunan berpedoman kepada perubahan sasaran dan tujuan 

yang di monitoring dan evaluasi setiap triwulannya, dan berpedoman kepada 

Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat. 

Amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu setiap Organisasi Perangkat 

Daerah (OPD) wajib Menyusun Renja sebagai pedoman kerja selama periode 

1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis 

lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. 

Hal tersebut ditegaskan dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 

Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah bahwa Perangkat Daerah menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai 

dokumen perencanaan perangkat daerah yang memuat program, kegiatan, 

lokasi dan kelompok sasaran yang diserta indikator kinerja dan pendanaan 

sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, yang dalam pasal 15 ayat 

(1) mengamatkan bahwa “Perangkat Daerah Menyusun Rencana Strategis 

Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah” 

Proses Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Badan Kepegawaian 

Daerah Provinsi Jawa Barat dilakukan dengan melihat hasil kinerja 

pembangunan yang dicapai Pada Tahun berjalan hasil Monitoring Evaluasi 

Pada Triwulan I dan II Tahun 2024, selain itu fenomena yang ada, serta isu 

strategis yang dihadapi pada tahun berjalan.  
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Rencana Kerja BKD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 telah 

diselaraskan dengan dokumen Renstra BKD Tahun 2024-2026 yang telah 

dirubah pada Tahun 2024 dan akan dijadikan sebagai pedoman dalam 

menyusun program dan kegiatan BKD Provinsi Jawa Barat tahun 2024 yang 

telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada 

pencapaian sasaran pembanguna dan penelahaan terhadap Kebijakan 

Nasional.  

1.2 Landasan Hukum 

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan 

Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2024 adalah: 

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi 

Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta 

Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- 

Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah 

Khusus Ibu kota Jakarta sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik 

Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi 

Banten (Lembaran Negara Republik Renstra BKD Provinsi Jawa Barat 

2018-2023 Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4010); 

2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); 

3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran 

Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan LembaranNegara Nomor 

4438); 

4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaga Negara Republik 

Indonesia Nomor 4700); 

5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587); 

6. Undang-undang No 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 42, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 

10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata 

Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, 

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem 

Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 1114); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan 

dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 1447); 

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang 
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Hasil Verifikasi dan Validasi, dan Inventarisasi Kalsifikasi, Kodefikasi 

dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah; 

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat 

(Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran 

Daerah Nomor 64); 

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Kedua Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 

2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RJPD) 

Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa 

Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 236); 

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 (Lembar 

Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembar 

Daerah Nomor 237); 

18. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 

Tahun 2009 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah 

Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 

Nomor 78 Seri E); 

19. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Tugas 

Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Badan Kepegawaian 

Daerah Provinsi Jawa Barat; 

20. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2022 tentang  

Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat; 

21. Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Rencana 

Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025–2026; 

22. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 34 Tahun 2023 Tentang 

Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-

2026. 

23. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana 

Kerja Perangkat Daerah (RKPD Provinsi Jawa Barat); 

24. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana 

Kerja Perangkat Daerah (RKPD Provinsi Jawa Barat); 
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25. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Nomor 

Kep.613/PR.03/Sekre/2023 tentang Tim Penyusun Rencana Strategis 

(Renstra) Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2024-2026. 

26. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Nomor 

Kep.709/PR.03/Sekre/2024 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja 

Perubahan Tahun 2024 di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah 

Provinsi Jawa Barat. 

 
1.3 Maksud dan Tujuan 

Maksud dari Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah 

Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 disusun untuk mewujudkan target kinerja 

Tahun 2024 dengan mengalokasikan sumber daya yang dimiliki. 

Adapun tujuan Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Badan 

Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 adalah sebagai 

berikut:  

• Menjabarkan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Daerah 

ke dalam Rencana Aksi Tahunan; 

• Menjadi alat ukur kinerja penyelenggaraan dan tugas Badan 

Kepegawaian. 

1.4 Sistematika Penulisan 

Sebagaimana telah diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, 

dokumen Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2023 disusun 

dengan sistematika sebagai berikut: 

 

BAB I : PENDAHULUAN 

  Pada Bab ini dijabarkan penjelasan ringkas tentang 

RENJA Perangkat Daerah, keterkaitan antara RENJA 

dengan RKPD serta RENSTRA perangkat daerah, serta 

proses penyusunan RENJA Perubahan. 

BAB II : EVALUASI RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN 

DAERAH PROVINSI JAWA BARAT II TAHUN 2024 

  Bab ini berisi hasil evaluasi pelaksanaan Renja BKD 

Provinsi Jawa Barat TW II Tahun 2024 dan Capaian 

Renstra sampai dengan Tahun 2023, analisis kinerja 
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pelayanan BKD Provinsi Jawa Barat, dan isu-isu penting 

penyelenggaraan tugas dan fungsi BKD Provinsi Jawa 

Barat. 

BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH 

Bab ini memuat rincian Program, Kegiatan, Sub 

Kegiatan dan Anggaran Perubahan BKD Provinsi Jawa 

Barat Tahun 2024 

BAB IV : PENUTUP 

  Bab ini uraian penutup yang terdiri atas catatan penting 

yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah 

pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut. 



  
 

7  

7 PERUBAHAN RENJA BKD 2024 

BAB II  
EVALUASI RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 

PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2024 
 

Evaluasi atau reviu Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 

dilakukan terhadap realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan BKD 

Provinsi Jawa Barat. Serta realisasi pada Triwulan II Tahun 2024 yang dapat 

di lihat pada Tabel Capaian Kinerja 2.2.  

Evaluasi Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Kepegawaian Daerah 

Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 di selaraskan dengan perubahan Rencana 

Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2024-2026 dan 

Cascading Renja Perubahan Tahun 2024.  

 

2.1 Evaluasi Rencana Kerja BKD Provinsi Jawa Barat (s.d Triwulan II 

Tahun 2024). 

Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Triwulan II Tahun 2024 telah 

dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) secara optimal dan terukur 

dengan memperhatikan efektifitas dan efisiensi sesuai dengan tugas pokok 

dan fungsi yang telah di tetapkan. Pada Tahun 2024, BKD Provinsi Jawa 

Barat mempunyai 2 (dua) program, 10 (sepuluh) kegiatan, dan 33 (tiga puluh 

tiga) sub kegiatan dengan alokasi anggaran menjadi Rp.79.309.868.935,- 

sebagaimana tertuang dalam Perubahan RKPD Provinsi Jawa Barat 2024. 

 

Hasil evaluasi terhadap capaian pelaksanaan Program Kepegawaian dan 

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh Badan 

Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat sampai dengan Triwulan II  tahun 

2024 telah mencapai realisasi anggaran 34.706.284.708 dengan persentase 

42,63 % dari pagu anggaran perubahan sebesar Rp.81,413,500,362,- dengan 

sisa Anggaran Rp.46.707.215.654,- dengan realisasi Fisik adalah 38,63 %,  

Adapun rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program 

sehingga predikat kinerja yang dicapai untuk Tahun 2024 adalah “Sangat 

Rendah”. 
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Tabel 2.1 Matrik Evaluasi Hasil Rencana Kerja BKD Prov Jawa Barat s.d Triwulan II Tahun 2024 
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Berdasarkan evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Badan 

Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 berkinerja sangat 

rendah terdapat faktor hambatan dan isu pencapaian kinerja, yaitu  sebagai 

berikut : 

1. Kegiatan BKD adalah kegiatan yang merupakan lanjutan dari  

program/kegiatan tahun sebelumnya, sehingga kendala yang akan 

dihadapi tidak akan terlalu berarti. 

2. Menunggu jadwal diklat/ pembinaan dari Pembina jabatan Fungsional 

yang tidak selaras dengan jadwal oleh bkd buat, dan perlu disesuaikan. 

3. Penetapan indikator kinerja sub kegiatan yang kurang tepat sehingga 

kinerja menjadi sulit terukur secara jelas. 

4. Terdapat keterlambatan SPJ karena belum lengkapnya dokumen 

pendukung SPJ. 

5. Adanya perubahan regulasi dan kebijakan pimpinan yang berpengaruh 

secara tidak langsung terhadap pelaksanaan kegiatan. 

 Berdasarkan hasil evaluasi Perubahan Rencana Kerja (RENJA) BKD 

Provinsi Jawa Barat Triwulan II tahun 2024, Pencapaian Program dan 

Kegiatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 di peroleh sebesar 42,63 %, 

Dengan kategori Sangat Rendah Sehingga menjadi perhatian untuk di 

lakukan perbaikan kedepan dalam meningkatkan Kinerja.   

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja BKD Tahun 2024  

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dengan Bappeda serta Bidang 

di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat Semester II 

Tahun 2024, adanya perubahan Target serta Indikator pada di lihat pada Tabel 

di bawah ini :  
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TABEL 2.2 

Perubahan Indikator Kinerja  

Tahun 2024 

 

No Program  Kegiatan  Sub Kegiatan  
Satuan Target  Alasan 

Perubahan  
Bidang 

Semula  Menjadi  

1 Kepegawaian  

Penilaian dan 

Evaluasi 

Kinerja 

Aparatur 

Pengelolaan 

Pemberian 

Penghargaan 

bagi pegawai  

15 Orang 9 Orang 

Secara 

Ketentuan 
Kemenpan 

bahwa 

pemenang 

disesuaikan 

dengan 3 

kategori dan 
terdapat 3 

pemenang 

PKAP 

2 Kepegawaian  

Penilaian dan 

Evaluasi 

Kinerja 
Aparatur 

Pelaksanaan 

Penilaian dan 

Evaluasi 

Kinerja 
Aparatur  

8 Dok 5 Dok 

Dilakukan 5 

kali kegiatan 

pada tahun 

2024 adanya 
efisiensi  

PKAP 

3 Kepegawaian 

Penilaian dan 

Evaluasi 

Kinerja 

Aparatur 

Pengelolaan 

Tanda jasa 

bagi pegawai 

500 Orang 100 % 

Pengelolaan 

tanda jasa 

dilakukan 

pada seluruh 

pegawai  

PKAP 

4 Kepegawaian 

Penilaian dan 

Evaluasi 

Kinerja 

Aparatur 

Pembinaan 

DIsiplin ASN 
500 Orang 

45977 

Orang 

Pembinaan 

Orang 

disesuaikan 

dengan 

jumlah asn 

di pemprov 
jabar  

PKAP 

5 Kepegawaian  

Penilaian dan 

Evaluasi 

Kinerja 

Aparatur 

Pelayanan 

Proses Izin 

Perceraian 

Pegawai 

10 

Dokumen 

11 

Dokumen 

Setiap bulan 

selalu ada 

yang di 

layani  

PKAP 

 

 

 
2.3 Analisis Kinerja Layanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat 

Tahun 2023. 

 

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tugas 

Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah 

Provinsi Jawa Barat, memiliki tugas, pokok dan fungsi melaksanakan fungsi 

penunjang urusan kepegawaian yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi. 

Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat, meliputi : 
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1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang kepegawaian 

yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi; 

2. Penyelenggaraan perencanaan yang menjadi kewenangan Daerah 

Provinsi; 

3. Penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi perencanaan 

pembangunan serta pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis 

badan; 

4. Penyelenggaraan administrasi Badan; 

5. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Badan; dan  

6. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan 

fungsinya. 

 

 Kinerja pelayanan Urusan Kepegawaian oleh Badan Kepegawaian 

Daerah Daerah Provinsi Jawa Barat pada periode sebelumnya (tahun 2018-

2023) ditetapkan dengan Indikator Kinerja Utama. Indikator Kinerja Utama 

dalam Perencanaan Strategis BKD periode Tahun 2024-2026 mengalami 

beberapa kali perubahan karena target kinerja indikator telah tercapai dan 

perlu reviu untuk menentukan kembali indikator kinerjanya. Capaian kinerja 

selama periode 2019-2024 tersaji dalam tabel berikut ini : 

 

 
 

Tabel. 2.3 Pencapaian Kinerja Layanan   

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat  

 

 

No Indikator  

SPM/ 

Standar 
Nasional  

IKK 

Target Renstra Perangkat Daerah  
Realisasi 
Capaian  

Proyeksi  

Analisis 

Catatan 

2019 2020 2021 2022 2023 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 
Indeks Sistem 

Merit  
- - 294 325 375,5 380.5 396,5 396,5 396,5 397,5 400 - 

2 

Indeks 

Profesionalitas 
ASN  

- - - - - - - - 54,25 44,99 45,99 - 
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3.4 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKD 

 

Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah 

Provinsi Jawa Barat apabila di sandingkan dengan capaian yang telah di 

targetkan baik program, dan kegiatan BKD telah mencapai target yang telah 

di tetapkan. Walaupun masih adanya kekurang cermattan perencanaan saat 

menentukan kegiatan yang akan dilakukan baik secara waktu kegiatan 

maupun perhitungan saat menganggarkan.hal ini terjadi karena tidak 

dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan pedoman penyusunan 

Renja. 

Permasalahan dan hambatan yang di hadapi dalam menyelenggarakan 

tugas dan fungsi BKD, yaitu antara lain :  

Gambar 2.4 

Pemetaan Permasalahan untuk penentuan Isu Strategis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isu dan masalah strategis yang menjadi perhatian utama pada tahun 

2025 merupakan hasil dari evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan tugas 

pokok fungsi Badan Kepegawaian Daerah serta permasalahan yang timbul 

pada tahun-tahun sebelumnya. 
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Gambar 2.5 

  Tantangan Pengembangan Manajemen ASN BKD Provinsi Jawa Barat 

 

 

 

A. Tantangan 

Tantangan (Threat) bagi organisasi adalah faktor lingkungan (baik internal 

maupun eksternal) yang tidak menguntungkan dan berpotensi mempengaruhi 

pencapaian tujuan organisasi. 

Berdasarkan gambar 2.5 ini dijabarkan tantangan pengembangan pelayanan 

kepegawaian sebagai berikut : 

1. Sistem Informasi Layanan Kepegawaian integrasi data SIASN BKN dengan 

Aplikasi Data Kepegawaian SIAp Jabar, kondisi existing saat ini dalam sistem 

informasi kepegawaian masih kesulitan menerapkan otentikasi dan parameter 

yang digunakan oleh API SIASN BKN agar komunikasi data kepegawaian dapat 

bersifat 2 (dua) arah (duplex), selain itu keamanan data pegawai merupakan 

rangkaian yang tidak dapat dipisahkan dimana data yang disimpan dalam SIAp 

Jabar harus dijaga keamanannya agar tidak disalahgunakan atau dicuri oleh 

pihak yang tidak bertanggung jawab, belakangan ini sering terjadi pemberitaan 

kebocoran data yang disebabkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Hasil 

audit internal yang diadakan tim SANDIKAMI Diskominfo Provinsi Jawa Barat 

keamanan data di SIAp Jabar masih belum layak. Sejalan dengan hal tersebut 

sebagai percepatan sistem informasi layanan kepegawaian percepatan dan 

peningkatannya integrasi SIAp Jabar dan SIASN merupakan isu strategis dimana 
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untuk peningkatan pelayanan kepegawaian khususnya kenaikan pangkat setiap 

usulan kenaikan pangkat pegawai Provinsi Jawa Barat kurang lebih berjumlah 

4000an setiap tahunnya, dan setiap periode Badan Kepegawaian Negara 

memberikan batas waktu pengusulan kenaikan pangkat yang pada akhirnya tim 

pangkat melakukan percepatan usulan kenaikan pangkat agar seluruh usulan 

pegawai provinsi dapat terusulkan seluruhnya dapat diterbitkan Surat 

Keputusan (SK) kenaikan pangkatnya tepat waktu dan tepat gaji, namun pada 

prosesnya terdapat kendala yang berakibat menghambat pengusulan kenaikan 

pangkat, diantaranya :  

- keterlambatan pengusulan dari perangkat daerah;  

- persyaratan kenaikan pangkat yang belum memenuhi syarat.  

2. Penyempurnaan Merit System dan pola karir memberi kesempatan bagi PNS 

untuk menduduki jabatan berdasarkan potensi, kompetensi, dan kinerja. 

dengan telah terbentuk dan berjalannya pola manajemen talenta dalam 

manajemen ASN di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan dipayungi 

beberapa regulasi yang mengatur tentang masing-masing urusan pada setiap 

unsur manajemen talenta yang sudah ditetapkan baru melalui peraturan kepala 

daerah yang secara keberlangsungan, pengembangan dan penguatan 

payung/dasar hukum masih belum dinaungi aturan daerah yang lebih tinggi. 

Berdasarkan hasil penilaian penerapan sistem merit dalam manajemen ASN 

pada Tahun 2022, masih terdapat KESENJANGAN nilai pada beberapa sub 

aspek khususnya pada aspek pengembangan karir, Pemerintah Daerah Provinsi 

Jawa Barat baru mendapatkan nilai 120 dari 130 nilai maksimal; 

3. Reformasi Birokrasi Tematik yang berimbas kepada Transformasi Birokrasi 

yang berimbas dan berdampak pada penyederhanaan Nomenklatur jabatan 

pelaksanaan (Permenpan RB 45 Tahun 2022) dan Peningkatan Indeks Core Value 

berAKHLAK. untuk mendukung transformasi birokrasi yang dinamis, lincah dan 

profesional di lingkungan Instansi Pemerintah, Kementerian Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menerbitkan kebijakan terkait dengan 

nomenklatur jabatan pelaksana menggantikan kebijakan lama yang dinilai 

sudah tidak relevan dan selaras dengan struktur yang baru sejalan dengan hal 

tersebut Core Value berAKHLAK menunjukkan Hasil Survey Indeks core value 

berAKHLAK untuk di Jawa Barat masih cukup sehat dengan capaian 60,2%. Dari 

7 aspek yang idealnya berwarna hijau, 6 diantaranya berwarna kuning dan 1 
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berwarna orange.;  

4. Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN menuntut pemenuhan kebutuhan 

kualifikasi dan kompetensi pegawai dengan jumlah yang sangat banyak;  

5. Assessment Center merupakan metode untuk pemetaan menggali kompetensi 

perilaku sehingga dapat ditemukan di area kekuatan maupun      kompetensi yang 

perlu dikembangkan oleh individu melalui sejumlah simulasi. Simulasi-simulasi 

yang diberikan bertujuan untuk mengukur kompetensi yang dibutuhkan 

maupun menjadi tuntutan individu dalam menjalankan peran dan tugasnya saat 

ini maupun menjadi tuntutan individu dalam menjalankan peran dan tugasnya 

saat ini maupun yang akan datang, simulasi yang diberikan dirancang khusus 

mampu memberikan gambaran maupun menyerupai kondisi kerja individu 

sehari-hari penilaian terhadap kompetensi seseorang juga dapat diukur secara  

kuat melalui metode multiraters. Melalui simulasi-simulasi yang diberikan, 

individu diminta untuk dapat menjalankan sejumlah tugas maupun peran, 

antara lain mengindentifikasi masalah, melakukan pengambilan keputusan, 

bekerja di dalam kelompok dan sebagainya; 

6. Disiplin ASN dimana  meningkatnya kasus pelanggaran disiplin yang terkait 

pelanggaran moral. Tantangan dan peluang dalam Manajemen ASN yang 

dihadapi dari waktu ke waktu mengalami perubahan seiring dengan adanya 

perubahan baik lingkungan, tata ruang, perilaku dan ekonomi. Hal ini 

berdampak pada tuntutan sosok pegawai negeri sipil yang visioner dan 

profesional serta dapat memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat dalam  

hal pelayanan dan pembangunan. 

B. Peluang 

Analisis terhadap lingkungan eksternal dilakukan dengan mengidentifikasi 

faktor-faktor yang mendukung Manajemen ASN yang dilaksanakan oleh BKD 

Provinsi Jawa Barat dalam masa transisi kepala daerah. Adapun peluang kedepan 

dalam Manajemen ASN adalah sebagai berikut. 
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Gambar 2.6 

Peluang Pengembangan Manajemen ASN BKD Provinsi Jawa Barat 

 

 

1. Transformasi Digital 

Transformasi digital Pemerintahan merupakan upaya untuk mengembangkan 

implementasi layanan E-Government dengan menggunakan Teknologi Informasi. 

Peningkatan pelayanan publik dan peningkatan manajemen ASN sejatinya berjalan 

dengan sistem online agar dalam pelaksanaan evaluasi dan monitor dapat 

dilaksanakan dengan baik dan tepat sasaran.  

Sejalan dengan hal tersebut sistem informasi layanan kepegawaian merupakan 

hal utama yang menjadi pembangunan dan pembenahan dalam transformasi digital, 

dimana data data kepegawain harus sudah teringerasi antara SIAp Jabar dan SIASN 

BKN, hal ini bertujuan untuk memudahkan pemantauan dan peningkatan 

pelayanan kepegawaian sehingga seluruh layanan kepegawaian di Provinsi Jawa 

Barat dan ditingkatkan sebagai upaya percepatan layanan kepegawaian. 

  Dalam peningkatan manajemen ASN tranformasi digital merupakan indikator 

utama penerapan sistem merit dimana di era Industri 4.0 dalam Manajemen ASN 

sudah harus menggunakan Aplikasi yang menunjang dalam pelaksanaan 

Manajemen ASN. Aplikasi tersebut akan mempermudah dalam proses manajemen 

dalam Mutasi dan Promosi, pengembangan Pola Karir PNS melalui Fit And Proper 

Test  agar Profil Kompetensi Teknis pegawai sebagai dasar penyelenggaraan 

pengembangan Kompetensi yang lebih efektif. 

Untuk pemenuhan Indeks Profesionalitas ASN bantuan Transformasi Digital di 

bidang Peningkatan Kompetensi ASN dapat memudahkan dalam pembelajaran ASN 
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untuk mendapatkan Pengembangan Kompetensi Minimal 24 JP dalam 1 (satu) 

tahun dengan membuat modul pembelajaran yang dibuat secara online agar tugas 

dan fungsi PNS masih bisa tetap berjalan sebagaimana mestinya. Sehubungan 

dengan hal tersebut, dalam Reformasi Birokrasi Tranformasi Digital merupakan 

komponen penunjang utama dalam melakukan perubahan dalam sektor vital 

pemerintahan yang dapat membantu dalam pengukuran indeks kenaikannya, 

sehingga target yang di inginkan dapat tercapai dengan baik. 

2. Manajemen ASN berdasarkan PermenPAN & RB Nomor 3 Tahun 2020 

Manajemen Talenta ASN Nasional adalah sistem manajemen karier ASN yang 

meliputi tahapan akuisisi, pengembangan, retensi, dan penempatan talenta yang 

diprioritaskan untuk menduduki jabatan target berdasarkan tingkatan potensial 

dan kinerja tertinggi melalui mekanisme tertentu yang dilaksnakan secara efektif 

dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan Instansi Pemerintah secara 

nasional dalam rangka akselerasi pembangunan nasional. Dalam pelaksanaannya 

Manjemen ASN bertujuan membuat alur pengembangan Karir ASN yang mengacu 

kepada Kompetensi Manajerial, Kompetensi Teknis dan Kompetensi Sosiokultural. 

Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN diharapkan dapat meningkatkan 

kualitas Manajemen ASN sehingga dalam tahapan akuisisi, pengembangan, retensi 

dan penempatan talenta yang diprioritaskan untuk menduduki jabatan target 

berdasarkan tingkatan potensial dan kinerja tertinggi melalui meknisme yang 

dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan instansi 

pusat dan instansi daerah. 

Pencapaian hasil sistem merit pemerintah provinsi Jawa Barat tahun 2022 lalu 

menunjukkan bahwa penerapan manajemen talenta ASN dijawa barat telah berjalan 

sebagaimana mestinya, dengan pembangunan Assesment Center diharapkan 

peningkatan kompetensi ASN di pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat 

meningkatkan Indeks Profesionalitas ASN Provinsi Jawa Barat. 
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Dengan memperhatikan evaluasi kinerja tahun 2024, hasil Forum 

Perangkat Daerah bidang kepegawaian tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 

2024, maka isu strategis Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2025 adalah 

sebagai berikut : 

 

1. Sistem Merit 

Presiden Republik Indonesia menetapkan 5 prioritas kerja nasional 

Tahun 2020-2024 yang salah satunya yaitu “Pembangunan SDM” untuk 

meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. 

Salah satu upaya BKD Provinsi Jawa Barat dalam meningkatkan sumber daya 

manusia yaitu dengan memperkuat implementasi manajemen ASN berbasis 

sistem merit. Hal tersebut tertuang sebagai Indikator dalam Rencana 

Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026. 

Pada Tahun 2024 Badan Kepegawaian Provinsi Jawa Barat selaku 

penanggungjawab Penerapan Sistem Merit di Provinsi Jawa Barat telah 

mengikuti penilaian Penerapan Sistem Merit yang dilaksanakan oleh KASN 

Dalam penilaian tersebut Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendapatkan nilai 

sebesar 400 poin atau berada pada kategori IV dengan indikator berwarna 

biru,  menunjukkan bahwa instansi dinilai “sangat baik”. Instansi dalam 

kategori tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar persyaratan sudah 

dipenuhi dan sudah dapat diizinkan untuk menjalankan seleksi terbatas di 

instansinya melalui talent pool dan dievaluasi setiap 2 tahun. Capaian 

tersebut sudah mencapai target sebesar 400 poin yang ditetapkan pada tahun 

2024. Namun masih terdapat kesenjangan nilai pada beberapa  sub aspek 

khususnya pada aspek pengembangan karir. 

2. Shadow Target  

Adanya Shadow Target salah satu aspek dalam target reformasi tematik 

bahwa perangkat daerah khususnya Badan Kepegawaian provinsi jawa barat 

diberikan tugas mengasistensi kab/kota dan badan kepegawaian daerah 

provinsi jawa barat bertanggung jawab untuk membantu kota cirebon untuk 

meningkatkan/ menurunkan capaian Stunting, Pengangguran, kemiskinan, 

inflasi dan ketahanan pangan, yang dilaporkan berkala kepada Biro Bumd, 
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Investasi dan administrasi pembangunan setiap bulannya selaku LO wilayah 

IV pendampingan indikator makro pembangunan .  

3. Sistem Informasi Layanan Kepegawaian 

Dalam mendukung pelaksanaan sistem merit di Provinsi Jawa Barat, 

diperlukan adanya digitalisasi sistem informasi layanan kepegawaian yang 

bertujuan agar pelayanan yang diberikan lebih cepat, efektif, efisien serta 

dapat menghemat anggaran yang akan dikeluarkan kemudian hari. 

Digitalisasi layanan kepegawaian juga membuat kinerja lebih terukur, target 

kinerja jelas, tunjangan adil, memudahkan pekerjaan karena terikat tempat 

dan waktu, merubah budaya kerja dan data yang dihasilkan akan lebih 

komprehensif. 

Pada awal tahun 2024 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat 

telah meluncurkan aplikasi Super Apps Kepegawaian yaitu Jabar Smart ASN 

yang merupakan gabungan berbagai aplikasi kepegawaian yang ada di 

Provinsi Jawa Barat. Namun masih terdapat aplikasi layanan kepegawaian 

yang belum terdigitalisasi dengan Jabar Smart ASN. Selain itu, keamanan 

data-data yang disimpan dalam aplikasi layanan kepegawaian masih belum 

optimal yang dapat menyebabkan data bisa dicuri atau disalahgunakan oleh 

pihak yang tidak bertanggung jawab. 

4. Reformasi Birokrasi General 

Arahan Presiden tentang Reformasi Birokrasi bahwa birokrasi bukan 

tumpukan kertas, birokrasi harus lincah dan cepat agar berdampak dan 

langsung dirasakan masyarakat. Reformasi Birokrasi dalam manajemen SDM 

saat ini sedang beralih dari performance based bureaucracy, birokrasi berbasis 

aturan menjadi birokrasi berbasis dynamic governance yaitu pengembangan 

potensi human capital, ASN tak tersekat agar mampu menyesuaikan dengan 

perubahan yang cepat. 

Dalam mendukung transformasi birokrasi yang dinamis, lincah dan 

profesional di lingkungan Instansi Pemerintah, Kementerian Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menerbitkan Permenpan RB 45 

Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 

Instansi Pemerintah. Kebijakan ini terkait dengan nomenklatur jabatan 

pelaksana menggantikan kebijakan lama yang dinilai sudah tidak relevan dan 
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selaras dengan struktur yang baru. 

 

5. Indeks Profesionalitas ASN 

Indeks Profesionalitas ASN bertujuan memberikan standar bagi Instansi 

Pusat dan Instansi Daerah dalam melaksanakan penilaian profesionalitas ASN 

secara sistematis, terukur, dan berkesinambungan. Pada Tahun 2023, Badan 

Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat mendapatkan penilaian IP ASN 

sebesar 54,25 poin. Dalam hal ini Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa 

Barat sesuai tugas pokok dan fungsinya mengemban 3 dimensi diantaranya, 

1) Dimensi Kualifikasi; 2) Dimensi Kinerja; dan 3) Dimensi Displin, sementara 

untuk dimensi Kompetensi menjadi tugasnya dan tanggungjawab BPSDM.  

 

6. Pembinaan Disiplin ASN 

 Dalam rangka mewujudkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang handal, 

profesional, dan bermoral sebagai penyelenggara pemerintahan yang 

menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good governance) dan 

untuk menumbuhkan sikap disiplin PNS sebagaimana diamanatkan dalam 

Pasal 86 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, 

maka PNS wajib mematuhi disiplin PNS dan setiap Instansi Pemerintah wajib 

melaksanakan penegakan disiplin terhadap PNS serta melaksanakan berbagai 

upaya peningkatan disiplin. 

 
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD. 

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 

2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam 

Negeri Nomor 130/736/SJ tentang Percepatan Implementasi Sistem 

Informasi Pemerintahan Daerah, bahwa Pemerintah Daerah segera 

melakukan proses pemetaan (mapping) terhadap nomenklatur program dan 

kegiatan dalam RPJMD dengan program dan kegiatan dan sub kegiatan 

untuk kemudian dilakukan perubahan dengan nomenklatur perencanaan 

pembangunan daerah, maka daripada itu BKD Provinsi Jawa Barat 

melakukan pemetaan terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan yang 

berada dalam Renstra BKD 2024-2026 agar sesuai dengan ketentuan yang 
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berlaku. 

Sehubungan dengan hal tersebut, serta berdasarkan telaahan yang telah 

dilakukan berikut lebih rinci hasil review terhadap Rancangan Awal RKPDP 

Tahun 2024 Provinsi Jawa Barat yang terlampir pada Tabel 2.3. 
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Tabel 2.3 
Review Terhadap RKPD Tahun 2024 

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat 
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 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. 

Tidak ada program dan kegiatan BKD yang diusulkan 

pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait 

langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, 

perguruan tinggi maupun dari OPD Kabupaten/kota untuk tahun 

anggaran 2024.
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BAB III  
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH BKD PROV JABAR 

 

3.1 Program, Kegiatan BKD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 

Berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat serta mengacu kepada 

rancangan RKPD Provinsi Jawa Barat tahun 2024, maka dirumuskan program 

dan kegiatan yang     diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Program 

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 adalah : 

1) Program Kepegawaian Daerah 

2) Pogram Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi; 

 Badan Kepegawaian Daerah Jawa Barat dalam menjalankan tugas pokok dan 

fungsinya melaksanakan Program dan Kegiatan untuk mencapai Indiktor Kinerja 

Utama (IKU) Kepala BKD Provinsi Jawa Barat sebagai bentuk ketercapaian IKU 

Pemerintah Daerah, Dengan memperhatikan hasil evaluasi terhadap program dan 

kegiatan BKD Provinsi Jawa Barat sampai dengan triwulan II Tahun 2024 serta 

memperhatikan Perubahan RKPD Tahun 2024 terdapat 2 Program, 11 Kegiatan, 

39 Sub Kegiatan dengan Total Pagu Perubahan Total Rp. 81.413.500.362,-menjadi 

79.309.868.835,-  disajikan pada tabel terlampir Tabel 3.1.  
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Berdasarkan tabel 3.1 jika dilihat dari penyerapan anggaran tahun 2024 telah 

mencapai 42,63% dari pagu anggaran pergeseran sebesar Rp. 81.413.500.362 

dengan sisa anggaran Rp. 46.707.215.654. Adapun rata-rata capaian kinerja dan 

anggaran dari seluruh program adalah 37,38% untuk realisasi kinerja output, dan 

30,13% untuk capaian relisasi kinerja anggaran sehingga predikat kinerja yang 

dicapai untuk Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II adalah “Sangat Rendah”. 

Program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah diuraikan sebelumnya 

disusun berdasarkan pendekatan kinerja dalam rangka pencapaian target kinerja 

yang tertuang dalam IKU Gubernur dan IKU Perangkat Daerah. Adapun lebih 

jelasnya keterkaitan kinerja antara program dan kegiatan tersebut dapat dilihat 

dalam lampiran Rencana Program Kerja, Indikator dan Target dalam Rencana 

Kerja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024. 

 

3.2 Sinkronisasi Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Antar Perangkat Daerah di 

Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat 

Dari program dan kegiatan yang telah disebutkan sebelumnya, BKD 

Provinsi Jawa Barat sendiri tidak lepas kerjasamanya dengan perangkat 

daerah lain dalam mewujudkan target kinerjanya. Utamanya karena 

implementasi Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah yang berpengaruh terhadap susunan OPD, susunan pejabat struktural 

dan susunan tupoksi masing-masing perangkat daerah. Lebih lanjut lagi, 

Pemerintah Provinsi Jawa Barat khususnya BKD Provinsi Jawa batay perlu 

mengkaji nomenklatur dan formasi akan jabatan fungsional tertentu yang 

sehubungan SOTK baru dalam lingkup Provinsi. Jawa Barat dan Peraturan 

Menteri PAN-RB No. 25 tahun 2016 tentang Nomenklatur bagi Jabatan 

Pelaksana mendapatkan penyesuaian baik secara nomenklatur maupun 

formasi. 

BKD sebagai leading sector dalam penentuan Jabatan bagi masing- 

masing individu yang bertugas dalam lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Barat 

harus betul-betul realible dan sustainable. Artinya yang sesuai dengan 

kenyataan (dapat dipertanggungjawabkan) dan berkelanjutan. Selain itu, 

perubahan dalam pengelolaan ASN yang semakin dinamis dijawab dengan 

adanya Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2017 mengenai Manajemen ASN 
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yang didalamnya terdapat perubahan- perubahan yang arahnya adalah 

menuju perubahan yang cepat dan tanggap dari para seluruh aparatur 

khususnya  lingkup Provinsi Jawa Barat. 

Selain itu beberapa catatan yang menjadi fokus perhatian dalam 

pelaksanaan kegiatan BKD pada tahun anggaran 2024 melibatkan beberapa 

perangkat daerah sebagai rekan kerjasama dalam upaya mewujudkan 

indikator sasaran yang sama dalam RPD 2024-2026, diantaranya Badan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat, kaitannya 

dengan penyelenggaraan berbagai diklat teknis maupun fungsional serta 

diklat kepemimpinan. Selain itu, BKD juga tidak terlepas kerjasamanya 

dengan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dalam 

kaitannya dengan pelaksanaan analisis jabatan (ANJAB) dan analisis beban 

kerja (ABK), pemantapan tugas pokok dan fungsi organisasi, serta penetapan 

besaran Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP). 

BKD juga merupakan leader untuk beberapa kegiatan penting yang 

melibatkan seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, 

diantaranya kegiatan pengukuran kinerja pegawai yang kemudian 

diaplikasikan dalam suatu sistem sasaran kerja pegawai yang telah 

terintegrasi secara online. Dalam hal ini setiap pegawai bertanggungjawab 

untuk menginput realisasi dari target sasaran kerja yang telah ditetapkan pada 

awal tahun berjalan. Tahap akhir dari proses penilaian kinerja tersebut ada di 

BKD selaku verifikator kinerja dari masing-masing pegawai di lingkup 

Pemerintah Provinsi Jawa Barat. 

Dalam pelaksanaannya, masing-masing perangkat daerah memiliki 

peranan penting untuk selalu mendorong para pegawainya menginput 

realisasi kinerja tepat waktu. Ditambah lagi dengan adanya beban tenaga 

pendidik dan kependidikan yang sejauh ini sudah mulai melaksanakan 

tugasnya sebagai pegawai lingkup Provinsi Jawa Barat yang artinya penilaian 

kinerja dan permasalahan kesejahteraan sudah sepenuhnya di tanggung oleh 

Pemerintah Provinsi Jawa Barat. 

BKD memiliki tanggungjawab besar dalam mewujudkan target yang telah 

ditetapkan pada tahun 2026. BKD dalam kegiatan Pengembangan Sumber 
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Daya Aparatur memasukan program pendampingan serta sosialisasi guna 

memotivasi para ASN untuk tetap semangat dalam meraih beasiswa jenjang 

S3 ke luar negeri. 
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BAB IV 
PENUTUP 

 

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Perubahan Provinsi Jawa Barat Tahun 

2024 merupakan perencanaan kerja untuk periode Tahun 2024. Rencana 

Kerja (Renja) Perubahan merupakan penjabaran dari Renstra BKD Tahun 

2018-2023 dan 2024-2026 dengan mempedomani isu-isu penting tahun 

berjalan pada masa transisi Kepala Daerah. Serta sebagai pedoman 

operasional dalam melaksanakan Program dan kegiatan Badan Kepegawaian 

Daerah sebagi upaya mencapai tujuan dan sasaran Badan Kepegawaian 

Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024.  

Sebagai Pedoman Kerja, pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kepegawaian 

Daerah Tahun 2024 ditetapkan kaidah-kaidah sebagai berikut : 

1. Seluruh ASN Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat wajib 

melaksanakan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Tahun 2024 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

2. Anggaran Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Tahun 2024 

mengacu kepada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 

Provinsi Jawaa Barat Tahun 2024; 

3. Pelaksanaan DPA Tahun 2024 akan di Monitoring dan Evaluasi setiap 

bulan dan di Laporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan; 

4. Pada Akhir Tahun 2024 pelaksanaan Program dan Kegiatan akan Badan 

Kepegawaian Daerah Tahun 2024 akan di evaluasi sebagai bahan 

penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2024. 

 

Selanjutnya, Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Kepegawaian 

Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 akan di jabarkan kedalam Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan Badan Kepegawaian Daerah Tahun 

2024. 
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